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BUPATI MELAWI 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MELAWI 

NOMOR 3ITAHUN 2017 

TENTANG 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 
1" 017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

7AH! ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MELAWI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELAWI, 

enimbang 

Megingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Melawi, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Melawi tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan 
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Propinsi 
Kalimantan Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4344); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor1 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah 
Terakxhir Dehgan undang Undang Nomor 9 Tahu" ?}? 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang """ 
Tahu»» 2o1 Tena»e rememaha Ppa"egg;~Li; 
Repubnk Indonesia Tahun 2015,"""r6j; 
Lembaran Negara Republik Indonesia tomor ' 

4. 58 Tahun 2005 tentang 
· Peraturan Pemerintah Nom' embaran Negara Republik 

Pengelolaan Keuangan Daera ',o Tambahan Lembaran 
Indonesia Tahun 2005 Nomor rg; 
Negara Republik Indonesia Nomor 457{J%; 5. Peraturan ... 
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I Ketua DPRD sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu 

b. ~~ialhi ,pRD sebesar Rp. 157.500,-( rY ,ea Dl ' · '-I seratus lima puluh tih ib Li 
Ang6" ah). tunun nou mma 

c ~ts ruP! sb. 3· di· ak " ~ anak sebagammana 1mm: sud dalam ayat (2), sebesar 2%(dua ersen) nj"" ~epresentasi yang bersangkutan, yaitu; P 
~i u",RD sebesar Rp. 42.000,-(empat puluh dua ribu iah); getu rup1a 1, 

~ail Ketua DPRD sebesar Rp.33.600,-(tiga puluh tiga ribu enam ratus 

" ~iah» 
ggota DPRD sebesar Rp. 31.500,-(tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah). 

An! :b: : di ak 
~angan anak sebagaimana lime sud dalam ayat (5), diberikan paling banyak 

4 1 5j (dua) anak. 
" ant 

Bagian keempat 
Tunjangan Beras 

Pasal 6 

jangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud """irasat 2 ayat () huruf c, iberikan setiap butan. 
unjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 

"~e(1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil 
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

g Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2), setiap orang 
diberikan 10 (sepuluh) kilogram masing masing dikalikan paling banyak 4 
(empat) orang. 

Bagian kelima 
Uang Paket 

Pasal 7 

[l) Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan. 
Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebesar 10% (sepuluh persen) 
dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu; 
a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah); 
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.168.000,-(seratus enam puluh delapan ribu 

rupiah); 
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-( seratus lima puluh tujuh ribu lima 

ratus rupiah). 
d. 

Bagian keenam 
Tunjangan Jabatan 

Pasal 8 
) Tak 

d 
Jangan Jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 

alam Pe 3al2 , ., 1 n. ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan. % 

,'Hagan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebesar 145 % 
Ys�ratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, 

@tu: , 

"ta DPRD sebesa Rp. 3.045.000,-(tiga juta empat puluh lima ribu 

"pa no 'l Ketua DPRD sebesar Rp.2.436.000,-(dua juta empat ratus tiga pulu 
• "am ribu rupiah); ggota DPRD 5De RE 2.283.750,-( dua juta dua ratus delapan puluh 

tig . se esar p. . . , 
«ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). e,,,, agan ... 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Dewan PerwakilanRakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 
Nomor 106, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor 6057); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 
Tahun 2007; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 807); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokkan Kemampauan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 
Nomor 174). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

alam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

Daerah adalah Kabupaten Melawi. 
""" Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
_"8a perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
_""lenggara pemerintahan daerah. 
Pati adalah Bupati Melawi. 
'impin DI , 
ken,,_ ' PRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil 
"" DPRD Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- angan. 

5. Anggota .•. 
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pPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD 
1ng6"~ Melawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

? «a?~an Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pen""", Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
%met!' 4an Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas- 
tono"" 4alam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
as~a dimaksud dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia 

b ga1rn «",, 145. Ta"~~t Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
,pem"""_an daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

en",'ewenangan daerah otonom. 
menja :. : 

turan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan 
« """"j'~ain adalah Perda Kabupaten Melawi. 

;:turan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati 
9. : 

Melaw1. 
aran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD "s rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan 
"__indangan-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan 

P B . 
persetujuan bersama upat1. 

• Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung untuk kelancaran tugas dan 
menunjang DPRD. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Melawi. 

13. Penghasilan DPRD adalah Penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh 
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

14. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah 
tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. 

15. Dana 0perasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOP DPRD adalah 
uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan kepada Ketua 
DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari. 

l6. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan 
Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan 
kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atribut. Khusus untuk 
pinan DPRD disediakan rumah negara dan, kendaraan dinas jabatan dan 

elanja rumah tangga, sedangkan untuk Anggota DPRD dapat disediakan berupa 
_'ah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi. 

""ala penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung 
""caran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat; 
,"HUngan kerja; pengkajian, penelaahan dan penyiapan PERDA; peningkatan 
,"Stas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD; 
~""asi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan j,"" lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; dana operasional 
_'Han; pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; ,,Z" "l Prak«st; dan betanja sekretarat Fraksi. , 
ad%_, " Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

Dpp, "encana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh 
' dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB ... 
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BAB II 
pENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN 

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Bagian Kesatu 
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasal 2 

.. dan Anggota DPRD diberikan penghasilan, berupa : 
pmpinan .: 

l) grepresentas1 "",~an keluarga; 
• tun)a 

iangan beras; 
e tun) 

uang paket; 
" ~njangan jabatan; ° jangan alat kelengkapan;dan 
; tun) . 

, tunjangan alat kelengkapan lain. . . 
,,; penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan 

2) ::ta DPRD diberikan penghasilan lain berupa TKI dan Tunjangan Reses. 

Pasal3 

pmpinan DPRD selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
@terikan D0P DPRD. 

Bagian kedua 
U ang Represen tasi 

Pasal 4 

[I) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a 
tersebut, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 

2 Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, besarannya sebagai 
berikut: 
a. ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), atau 

setara dengan gaji pokok Bupati. 
b. Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari 

uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam 
ratus delapan puluh ribu rupiah). 

c. Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 
uang representasi ketua DPRD atau sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima 
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

Bagian ketiga 
Tunjangan Keluarga 

Pasal 5 
" unjangan 1el b%a. , %, de DPRD iii is mys, dan <eluarga agi Pimpinan lan Anggota yang memli) istri, suami 

s.,_ak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
2} #"almana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan. m~,,"8an keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 

Si,[(l), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Ti,_a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
istj_' keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tunjangan 
Th~,,""i dan tunjangan anak. lo,u istri/suami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebesar 
«° ~,""Hh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu; 

a DPRD sebesar Rp. 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah); 
b. Wakil 
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Bagian Ketujuh 
·punjangan Badan Musyawarah/Komisi/Badan Kehormatan/ 
padan Anggaran/Badan Legislasi/Alat Kelengkapan Lainnya 

Pasal9 

;an dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti 
piP Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan 

l ,ada!_, getiap bulannya diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dengan es·~'sebagai berikut: 
eten" ~ebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua (etua, 
" pPRD: b¢ 5% (1i I Ketua, sebesar o Ima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 
."earis, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 

seK' 3% (t· 1) de ' nggota, sebesar ' (tga persen) lari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. "~qan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat 
[lei~apan Dewan, scbagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 

Ketua sebesar Rp. 228.375,-(dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus 
" tjuh puluh lima rupiah); 

Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,-(seratus lima puluh dua ribu dua ratus 
" na puluh rupiah); 

Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus c. 
rupiah); 

• Anggota sebesar Rp. 91.350,-( sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh 
rupiah). 

Pasal 10 
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I) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan 
Lainnya seperti Panitia Khusus, Panitia Kerja atau Panitia lainnya, diberikan 
tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua 

DPRD: 
b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 
c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; 
d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD. 

2 Tunjangan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat 
Kelengkapan Lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 
a. Ketua sebesar Rp. 228.375,-(dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus 

tujuh puluh lima rupiah); 
b. Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,-(seratus lima puluh dua ribu dua ratus 

lima puluh rupiah); 
c. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus 

rupiah); 
• Anggota sebesar Rp. 91.350,-( sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh 

rupiah). 
'langan alat kelengkapan lainnya sebagaiman pada ayat (1) dan (2), diberikan 

ama Alat Kelengkapan Lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas. 

Bagian Kedelapan 
Tunjangan Komunikasi Intensif 

Pasal 11 
Tun s,"gan komunikasi intensif (TKI) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
4~&aimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap bulan untuk 
ngkatan 'nja,, kinerja. ~ 

set.,_'San komunikasi intensif (TKI) yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD 
rat[,"a dimaksud ayat (), sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima 

U rupiah) termasuk pajak. 
Baaian.. 



Bagian Kesembilan 
Tunjangan Reses 

Pasal 12 

Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
mni" oayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses. 

~am Pas ditc P;· .: da" ~an Reses yang iiterima impinan dan Anggota DPRD sebagaimana mun", ~eat (1), sebesar Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) 
«~aks 

" ~~uk pajak. term8 
Bagian Kesepuluh 

Tunjangan Kesejahteraan 
Pasal 13 

. an dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan. 
g """"~~a kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a";7,,hat ks~hatan; 

ba. �aminan kecelakaan kerja; ' J . 
jaminan kemat1an; 

; pakaian dinas dan atribut; 
rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; 

; tunjangan perumahan bagi wakil ketua dan Anggota DPRD; 
g. belanja rumah tangga bagi Ketua DPRD; 
h. kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD; dan 
i. tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. 

Bagian kese belas 
Jaminan Kesehatan 

Pasal 14 

[!) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a 
diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), juga termasuk istri dan 
anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan 
Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk 
""&etahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang 

iberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. 
� remeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 
') kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum 
aerah/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah serta tidak termasuk istri dan anak. 

Bagian keduabelas 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

Pasal 15 
Jan 
%"""} kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam 
rtia ~"Yt (2) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan 
"dang, Jinan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

Bagian ... 
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Bagian ketigabelas 
Pakaian Dinas dan Atribut 

Pasal 16 

Kesejahteraan berupa pakaian dinas dan atribut sebagaimana 
) 

'ft!Jljeflg� dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberikan bagi Pimpinan dan Anggota 
~kt~ks 

pP?' Athas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
Pak",~sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

a. P"_,, stpil resmi disediakan1(satu) pasang dalam1 (satu) tahun; 
b"~~sipil lengkap disediakan 2(dua )Jpasang dalam 5 (ima) tahun; 
_aian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 

"[ta tahundan 
akaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam l 

e. P tah (satu) ta tun. 
ian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan 

g, ~empertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. 
[_~"tan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut 

"_sqaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian keempat belas 
Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

Pasal 17 

1] Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(2) huruf e, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2Z Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(3) huruf e dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3 Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

$ Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD. 

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan 
Perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah 
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya 
masa bakti 
'alam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya "ti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib 
( embalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 
8atu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. 

Ruma 
daj, egara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud 
qi~",";'asal 13 ayat (2) huruf e, tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, 

? s¢,,""angankan, dan/atau diubah status hukumnya. 
dirnaiur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana 

Sud pada ayat (1) tidak dapat diubah. 

157 

Pasal 18 

lb, Pasal 19 
{"am ha p. adiak ''pin. emerintah Daerah belum dapat menyede can 
ii,,"PPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

tan dapat diberikan tunjangan perumahan. 

rumah Negara bagi 
13, kepada yang 

(2) Dalam ... 
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_~ hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negarn bngi 
[D_~~a DPRD sebagammana dimaksud dalam Pasul 13, kcpada yang 
4An8 utan dapat diberikan tunjangan perumahan. 
jrsan' ~erumahan bagi Pimpinan DPRD 5be , ' .;angan Pt k ,sebagaimana dimaksud pnda ayat (I) 
'fuflJ ctalam bentu uang dan dibayark ; b . · . jkan .. .. .an setiap ulan terhitung mului di"",j pengucapan sumpah/janji. 
tang8 ah :b¢ 3. di • ,jangan perum an sepagammana limaksud pada ayat (2) bagi Anggota DPRD 
';"_~an dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai 
di" ,j pengucapan sumpah/janji. """am dan/atau istri _yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atnu 
}11ggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan 
erumahan. 
", pmpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai hb_,, daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak dibcrikan kep h 
tunjangan perumanan. 
agi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak 
iberikan tunjangan perumahan. 

I Pasal 20 

ah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta 
jangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diberikan 

da Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. 

j Pasal 21 

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus 
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat 
yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 
Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 
satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan 
telepon. 
Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi. 
Besaran tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13. 000.000,- 
(tiga belas juta rupiah) per bulan dan bagi Anggota DPRD sebesar Rp. 
12.000.000,-( dua belas juta rupiah) per bulan. 

Bagian kelima belas 
Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD 

Pasal 22 

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, 
disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang 
Pimpinan DPRD. 

Planja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan untuk 
'emenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan 
emampuan keuangan daerah. 
ebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
"() dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. 
,"tuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana 

g,"sud pada ayat (3) tidak melebihi kebutuhan minimal rumah tangga Bupat ' "@m hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan 
I 1�

1:s;apannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud 
'g asal 13 ayat (2) huruff. Bagian • 
., ,. 
; 
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Bagian keenam belas 
Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD 

Pasal 23 

dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, 
en"[ bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan 
ise perundang-undangan. 
per"""~an kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan 
jemeli 

ada ?' pmpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, kendaraan 
Dal"" jib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah 
in? .~mibat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. p",,~ lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kendaraan dinas 
",~d pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri. 
"~eaan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak t?",, disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau apa 
ubah status hukumnya. 

Bagian Ketujuhbelas 
Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD 

Pasal 24 

, alam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi 
Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan 
transportasi. 
Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai 
tanggal pengucapan sumpah/janji. 
Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara, tidak diberikan tunjangan 
transportasi. 
Kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, tidak dapat diberikan kepada 
Anggota DPRD secara bersamaan. 
Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 
@vat (2), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar 
harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar 
8tuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas 
Jabatan bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya 
�perasional kendaraan dinas jabatan. "an tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan 

rupiah) per bulan. 

BAB III 
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 25 
'me: ,["?au Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa 

Bes,";"" berikan uang jasa pengabdian. 
em,,"" Hang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai 

'uk mas et Pakti kurang dari 1 (satu) tahun : Wat., ''DP sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); 
Pulug, _'Sa DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan 
An, ,"u rupiah); 
·i["it"jPsbesar Rp. 1.575.000,- (sat juta ma rats tjuh puluh tia 

, ). 

b. Untuk •. 

159 



bakti sampai dengan I (satu) tahun : 
~~~ea "$p sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); ?,Ke"; etua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan 
wWa ,u rupiah); 

pul", pPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima 
jnggot@_ 

? ,u rupiah) 

sa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun : 
tetuk"",pRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); 
• "", getua DPRD sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh 

~[''rah 
Anggota DPRD sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu 

3. ah) rupie " 

1 masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun : 
1.",~ea DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah); ~~it Ketua DPRD sebesar Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu 

rpiah); 
Anggota DPRD sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh 

' jma ribu rupiah). 

, Untuk masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun: . . 
• Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); 
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh 

ribu rupiah); 
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enamjuta tiga ratus ribu rupiah). 

. Untuk masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun : 
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu 

rupiah); 
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu 

rupiah); 
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.450.000,- (sembilanjuta empat ratus lima puluh 

Iima ribu rupiah). 
3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya. 
4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

?] Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, 
tidak diberikan uang jasa pengabdian. 

BAB IV 
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD 

Pasal 26 

[;"ala penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran 
, 3&s1, tugas, dan wewenang DPRD berupa : 
?"9gram, yang terdiri atas : 

3 ?""Yelenggaraan rapat; 
3. U!l.Jungan kerja· 

·Pengkc«. "» 

4.s,,S@Jan, penelaahan, dan penyiapan Perda; 
[ft""""8katan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di 5., 'ngan DPRD; 
· Oordina d. ' 
.pr%, 'a4s1 1an konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan 
bop{s;;lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. 

' 
c. pembentukan ... 



an Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD; 
~a"""",'Tenaga Ah Pralsi; dan 

• %en!""aaretariat Fraksi. d. ,janj@ be 
.~a penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun 

gela jean rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
~asa"~ be"4ang-undangan. 

erun 
Pasal 27 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam 
pogr" ~egiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
~berap° 

Pasal28 

OP OPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, diberikan 
l) _~a bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang 

giatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 
iutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil 

Ketua DPRD sehari-hari. 

121 DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan 
emampuan keuangan daerah. 

g DOP DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau 
golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, 
efisiensi, dan akuntabilitas. 

4 Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan, sebagai 
berikut : 
a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.4OO.O0O,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) 

per bulan. 
b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.2OO.OOO,- (empat juta dua ratus ribu 

rupiah) per orang per bulan. 
5 DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan, dengan 

ketentuan: 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya 

atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 

lainnya. 
,6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan 

pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak digunakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran 
berkenaan. 
Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran 
langsung pencairan DOP DPRD sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 
[Satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran. 
Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran 
men 'kan . 0 &aJui surat perintah membayar langsung untuk pencairan DOP DPRD 
"Pesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada 

9 [dahara umum daerah. ~""" Perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 
ampirkan · a. d . 
j"ar penerima DOP DPRD; dan . ~ 

akta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang 
I mer : ) ,,_ Zelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya. 

'a BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DOP DPRD 
rdasarkan ·b ·. di ks d d ay; surat perintah membayar langsung sebagammana Amasue pauta 
a!(9) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD. 

Pasad .., 
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Pasal 29 

162 

a pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (7) 
~nda"",, pembayaran DOP DPRD yang diberikan secara sekaligus 

( ~ela""" ~a dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a, berdasarkan kuitansi 
gb""[~ ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 
Yi,t1g a pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (7) ahart tuk dnk : : gen p, pOP untu tuungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud 
~en6""lg~I 28 ayat (5) huruf b dengan berpedoman pada k~tentuan peraturan 
dal~~ng-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. 
%eru" 

Pasal 30 

rangka pertanggungiawaban DOP DPRD, Pimpinan DPRD wajib 
~D"~tangani Pakta Integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah 

me"",'engan peruntukannya. 
"""ungiawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud pada 

"";jsayat(5) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DOP DPRD. 
"ggungiawaban penggunaan DOP DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

g"_;8 ayat (5) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang sah. 
[-7;~an DPRD menyampaikan bukti pertanggungiawaban penggunaan DOP 

l ~[o sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara 
engeluaran setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

ha1am hal terdapat sisa DOP DPRD pada akhir bulan sebelumnya, sebagai 
" ~mbahan DOP DPRD bulan berjalan. 

Pertanggungjawaban penggunaan DOP DPRD oleh Pimpinan DPRD 
" tbagaimana dimaksud pada ayac (), sebagai dasar untuk pengajuan pencairan 

dana bulan berikutnya. 

Pasal 31 

Pasal ... 

11) Kelompok Pakar atau Tim Ahli AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1) huruf c, merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai 
kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan 
Dewan sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota, Pimpinan Fraksi, 
dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan. 

g Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan Dewan. 
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan diangkat dan 
diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan 
dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

l Pembayaran kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan 
Dewan didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau 
kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari 
"au orang bulan. 
�etentuan mengenai besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat 

"lengkapan Dewan diatur, sebagai berikut : 
a. Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp. 

{"""- @a ia sci»bian +ass ii spat pe,pyyj,,~% ·R 
3 

1 1 an S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 tiga ta un se esar p. 
2?0.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; 
'endidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp. 

.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan. 
6 'engaa. 

$eb., .n Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan 
per~[;"a dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan 

Perundang-undangan. 
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Pasal 32 

Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pe sal 2 ::eras;pt ii«rs.67%Katz'.[.':' 
"_punyai kemampuan lalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas 
"_si serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian 
F""; efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuanga d rah. " ins! zaks b: :. :. Jan taer . %%aea Ahl ","","","£ea imasud pada aya? (), anetaplan engan 

2) tusan Sek retan1s '. 
" Kep' · b 

getentuan mengenai esaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diatur, sebagai 
~eraut:,, ... 
, Pendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebesar Rp. 

9,900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; 
• Pendidikan S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 (lima) tahun sebesar Rp. 

3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; 
Pendidikan S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun sebesar Rp. 
4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan. 

Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
" asuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 

(I) Belanja Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf 
e, dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan 
kemampuan keuangan daerah. 

12) Belanja Sekretariat Fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. 
i3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan 

kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan tidak termasuk sarana mobilitas. 

4] Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja Alat Tulis 
Kantor dan makan minum Rapat Fraksi yang diselenggarakan di lingkungan 
Kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip 
efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. 

163 

BAB V 
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN 

ANGGOTA DPRD 
Pasal 34 

)) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan 
Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran 
belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran 
Sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan 
Peraturan perundang-undangan. 
Fengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

,aksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
" Aggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), merupakan bagian 

Jang tidak terpisahkan dari APBD. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 35 
l) p, sh Pe"bat "Pinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara olel ejabat yang 

""enang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap 
"erikan hake ', 

,A, sis·stratif berupa uang representasi, uang paket, 
Hjangan _,Suangan 1an am1m1st ,:an kesehatan, dan jaminan kematian 
8esu.: <eluarga, tunjangan beras, jam1n " 

a dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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pimpinan DPRD berhalangan sementar¢ lebih dari 30 (tiga puluh) hari 
am ".e Pelaksana Tugas Pimpinan DPRI oleh Pejabat yang berwenang 

7tan8!', etentuan peraturan perundang-undangan, Pelaksana Tugas a deng ·b dib ik he ' su! pPRD tersebut hiberikan ak keuangan dan administratif yang ~pi"~an dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai 
,~~ersa"" tu) bulan berikutnya. d"~11 (s8 

.an88 

peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Melawi Nomor 11 
~a 

s,'intang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
~tun"_' paakyat Daerah Kabupaten Melawi tahun 2017 dan Keputusan Bupati ~aaki 170/32 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi intensif dan 
eas""""[,yang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
clan! Melawi Tahun 2017 sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
ya»bu?"sun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan o"" pewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi ( Lembaran Daerah 
gags"_ Melawi Tahun 2005 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan 
(buP"maerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan 
ma"""paten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan dalam ,~er dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi. "", ~ paerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran 
[Le!ll ah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 14), sepanjang mengatur mengenai 
Lahaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
peakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 37 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi. 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada taggal z Naclou 2017 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

8ndangle 
da ,"n di Nanga Pinoh 

&gal 2 Nb cl¢ 2017 
I 

Eken 
'ARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, 

� PANJI·f 

VO Tl US MULYONO wan, 
EI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 3I 


